
BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa 

perubahan, yaitu pada sitem pemungutan pajak, jenis pajak daerah, obyek 

pajak daerah dan tarif pajak daerah . 

2. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana 

Untuk sebelum pemberlakuan UU No.28 Tahun 2009 diambil 3 tahun 

yaitu dari tahun 2007-2009 dan untuk sesudah pemberlakuan UU. No.28 

tahun 2009 diambil 3 tahun terakhir juga, yaitu dari tahun 2015-2017. 

Secara keseluruhan selama tahun 2007-2009 penerimaan pajaknya sudah 

sangat efektif.  Peresentase efektivitas Pajak Daerah secara keseluruhan 

untuk tahun 2007 sebesar 100,16%, tahun 2008 sebesar 121,04% dan 

tahun 2009 sebesar 120,26%, Begitu juga dengan Penerimaan Pajak 

Daerah provinsi untuk Tahun 2015-2017 secara keseluruhan juga sudah 

sangat efektif . Peresentase efektivitas Pajak Daerah secara keseluruhan 

untuk tahun 2015 sebesar 100,59%, tahun 2016 sebesar 102,14% dan 

tahun 2017 sebesar 101,41% 



3. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah provinsi dapat 

dilihat bahwa tahun 2007-2009 memiliki perosentase efektivitas yang 

lebih baik dari pada tahun 2015-2017, padahal secara pelaksanaannya ada 

beberapa penambahan pada jenis dan obyek pajak daerah provinsi serta 

beberapa kenaikan pada tarif pajak daerah provinsi harusnya lebih 

memacu peningkatan pada tingkat efektivitas pajak daerah provonsi. 

Terlihat bahwa adanya penurunan tingkat efektivitas dalam hal 

pelaksanaan pemungutan pajak daerah provinsi. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dari hasil pembahasan pada 

penulisan ini antara lain : 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui 

Badan dan dinas yang berwenang harus lebih meningkatkan kinerja dan 

kerjasama dalam menjalani fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik 

lagi 

2. Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur harus lebih mengoptimalkan 

pelayanan jasa umum kepada masyarakat 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan alternatif 

kemudahan bagi setiap wajib pajak baik dalam membayar Pajak Daerah maupun 

dengan memberikan info-info serta pertauran-peraturan yang harus dipatuhu oleh 

para wajib pajak 
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